BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELU NOMOR 27 TAHUN 2022 /
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELU,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan perwujudan tata kelola
sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten
Belu maka penyusunan dokumen Arsitektur Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peta Rencana
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu
dikoordinasikan oleh unit kerja yang
menyelenggarakan fungsi di bidang komunikasi dan
informatika;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik Di
Pemerintahan Kabupaten Belu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam
Wilavah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia‘P
Nomor 1655);
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Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757),

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 112},

5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 233);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 154);

7. Peraturan Bupati Belu Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Pemerintah Kabupaten Belu (Berita
Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27
TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM

PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI PEMERINTAH‘}L
KABUPATEN BELU
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Pasal |
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Belu Nomor 27 Tahun
2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Di Pemerintah Kabupaten Belu (Berita Daerah Kabupaten
Belu Tahun 2022 Nomor 27) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 5 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam
pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi,
Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE
untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di

Pemerintah Daerah.

(2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

domain arsitektur,

(3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
a. domain arsitektur proses bisnis;

b. domain arsitektur data dan informasi;

¢. domain arsitektur infrastruktur SPBE;

d. domain arsitektur aplikasi SPBE;

e. domain arsitektur keamanan SPBE; dan

f. domain arsitektur layanan SPBE.

(4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur
SPBE nasional.

(S) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan
rencana strategis Pemerintah Daerah.

(6) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh unit kerja
yang menyelenggarakan fungsi di bidang komunikasi dan
informatika.

{(7) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, unit kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) dapat melakukan konsultasi dengan¥
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kementerian vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang aparatur negara.

(8) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati.

Ketentuan Pasal 6 avat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal6
(1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir

pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang

komunikasi dan informatika.

(4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

berdasarkan:
a. perubahan arsitektur SPBE nasional;
b. hasil Pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE;

c. perubahan pada unsur SPBE di Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c,

huruf d, huruf e, huruf f, hufuf g, huruf h, dan huruf i

atau
d. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah.

(5) Hasil reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) disampaikan kepada tim koordinasi SPBE.

Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Peta Rencana SpPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) huruf b memuat:

a. tata kelola SPBE;
b. manajemen SPBE;

¢. layanan SPBE;

}
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d. infrastruktur SPBE:

e. aplikasi SPBE;

f. keamanan SPBE; dan

g. audit teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di
Pemerintah Daerah.

(3) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta
Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, dan rencana
strategis Pemerintah Daerah.

(4) Peta Rencana SPBE disusun oleh unit kerja yang
menyelenggarakan fungsi di bidang komunikasi dan
informatika.

(5} Dalam menvusun Peta Rencana SPBE. unit keria
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dapat melakukan
konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk

menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.

(6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati.

Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunvi

sebagai berikut:
Pasal 8

(1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun.

(2) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan

tahun terakhir pelaksanaan atau

sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada avat

(2) berdasarkan:
a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional:
b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.
l"\
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(4} Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada avat
(2) dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di

bidang komunikasi dan informatika.

(5) Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada tim koordinasi SPBE,

Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua

pada tangga Juni 2023
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Diundangkan di Atambua
pada tanggal 19 Juni 2023

“(SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU. }‘

S

\1 JOHANES ANDES PRIHATIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2023 NOMOR 22
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